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KEMBALI NORMAL
Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat memadati ruas Jalan Mampang Prapatan yang menuju arah Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/9) pagi. Usai libur Lebaran, warga
ibu kota kembali ke kehidupan normalnya, meniti kemacetan parah sepanjang jalan menuju tempat kerja.
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Cepi Setiadi

Belum semua SPBU
Pertamina di kota
besar siap.

JAKARTA — PT Pertamina
mengakui bahwa penerapan
kebijakan pembatasan pen-
jualan bahan bakar minyak
(BBM) subsidi, yaitu bensin
premium secara tidak langsung
akan menguntungkan Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU) asing. Ketika konsum-
si bensin nonsubsidi melonjak,
masyarakat yang enggan antre
membeli bensin pertamax di
SPBU Pertamina akan memilih
membeli bensin nonsubsidi di
SPBU asing.

“Sudah pasti SPBU kom-
petitor kita akan diuntungkan
dengan ini. Tapi, enggak apa-
apa, ini impact dari iklim inves-
tasi, iklim bisnis di sini,” kata
VP Corporate Communications

Pertamina Mochamad Harun,
Senin (20/9).

Harun juga mengakui kue
bisnis BBM nonsubsidi yang
akan diperebutkan akan
semakin kompetitif. Apalagi
pangsa pasar SPBU asing su-
dah cukup meningkat. “Kalau
kita bisa mengambil 50 persen
saja sudah bagus,” kata dia.

Selain Pertamina yang men-
jual bensin pertamax, ada tiga
perusahaan SPBU milik per-
usahaan minyak asing yang
juga menjual bensin nonsubsi-
di seperti PT Shell Indonesia,
PT Petronas Niaga Indonesia,
dan yang terakhir masuk tahun
2010 ini PT Total Oil Indonesia.

Brand and Communication
Officer PT Total Oil Indonesia
Rulianti Syahrul menyambut
baik kebijakan pembatasan
penjualan bensin premium. “Ini
sinyalemen baik bagi kami,”
kata Rulianti.

Menurut dia, saat ini kon-
sumen BBM Total Oil mulai
meningkat seiring dengan mu-
lai teredukasinya masyarakat

SPBU Asing Diuntungkan

menggunakan yang dikelola sen-
bensin dengan SPBU ASING diri. Harun men-
oktan yang lebih DI INDONESIA jamin  keluhan
tinggi. Total Oil Shell Hiswana Migas
saat ini memiliki akan diperhatikan,
lima SPBU di ka- 45 spay termasuk mengenai
wasan Jabotabek Petronas landasan hukum
(Jakarta, Tange- 1 9 [ dari Badan Peng-
rang, dan Be- SPBU atur Hilir Migas
kasi) dan be- =& Total serta pola imple-
rencana me- mentasinya.

nambah SPBU
lagi pada akhir
tahun ini.
Sedangkan juru bicara PT
Shell Indonesia Fathia Syarif
menolak memberikan komen-
tar. “Ini kan baru wacana saja.
Nanti saja kalau sudah berlaku.
Kita akan menunggu imple-
mentasinya dulu,” kata dia.
Sebelumnya, Himpunan Wi-
raswasta Nasional Minyak dan
Gas Bumi (Hiswana Migas) yang
selama ini mengelola sebagian
SPBU Pertamina mengaku be-
Ium siap menjalankan kebijakan
pembatasan premium mulai
Oktober. Namun, Pertamina
juga mempunyai jaringan SPBU

5 sesu
_

Pertamina su-
dah mulai mengu-
rangi pasokan bensin
premium dan menambah pa-
sokan bensin pertamax untuk
SPBU di kota-kota besar. Tar-
get penerapan pembatasan
bensin premium akan dimulai
di wilayah Jabodetabek lalu
disusul kota besar lain.
Namun, Pertamina juga me-
mastikan kebutuhan bensin
pertamax bisa dipenuhi oleh
kilang Pertamina di Balongan,
Indramayu, Jawa Barat, sehing-
ga tak perlu impor. Kilang Ba-
longan mampu memasok bensin
pertamax sampai 100 ribu kilo-
liter per hari, padahal konsum-

si baru 10 persennya. Sementara
konsumsi premium mencapai 63
ribu kiloliter per hari. “Stok kita
sangat aman kalaupun semua
pengguna premium beralih ke
pertamax,” kata Harun.

Dari Surabaya, Asisten Ma-
najer Eksternal PT Pertamina
Unit Pemasaran Jawa Timur,
Bali, dan Nusa Tenggara Evi-
yanti Rofraidah mengaku,
hanya sedikit SPBU di kota
kecil yang menyediakan BBM
nonsubsidi akibat minimnya
permintaan pasar akan BBM
nonsubsidi. Bahkan, tak semua
SPBU di kota besar menjual
BBM nonsubsidi.

“Di Surabaya, jumlah SPBU
penyedia BBM nonsubsidi
sudah mencapai 80 persen dari
total SPBU,” kata Eviyanti.
Menurutnya, jika pembatasan
alokasi bensin premium diber-
lakukan, hanya ada beberapa
wilayah yang siap yaitu Jakarta
dan Surabaya karena memili-
ki dukungan infrastruktur me-
madai.

M antara ed: rahmad budi harto

Presiden Batasi Kunjungan Luar Negeri

ANEKA KUNJUNGAN KERJA

PRESIDEN KE LUAR NEGERI 2010

® 8-12 Maret 2010

M Ikhsan Shiddieqy,
Indira Rezkisari

Australia (bilateral) dan
Papua Nugini (bilateral)

® 7-10 April 2010 Vietnam (KTT ASEAN)

® 17-19 Mei 2010 Malaysia (bilateral) dan Singapura

(bilateral)

® 25-28 Mei 2010 Norwegia (KTT Perubahan Iklim dan

pertemuan bilateral)

@ 24 Juni-4 Juli 2010 (10 hari) Kanada (Pertemuan G-20), Turki

(bilateral), dan Arab Saudi (umrah)

® Kunjungan luar negeri Presiden sampai Desember 2010:
Pertemuan bilateral ke Belanda, Pertemuan G-20 di Korea, Pertemuan
bilateral ke Jepang, dan pertemuan multilateral ke Meksiko

Sumber: Pusat data Republika

llah telah menurun-

JAKARTA — Gonjang-ganjing
berbagai aksi pelesiran ke luar
negeri yang dilakukan pejabat
negara, baik kalangan pemerin-
tahan maupun DPR, ternyata
membuat istana tersentil juga.
Presiden Susilo Bambang Yudho-
yono pun berniat mengurangi
jumlah kunjungan ke luar negeri.

Misalnya, dalam forum Per-
temuan Amerika Serikat (AS) dan
ASEAN (US-ASEAN Meeting) di
New York pada 24 September
mendatang yang seharusnya
dihadiri seluruh pemimpin negara
ASEAN, SBY akan mengutus

Wakil Presiden Boediono untuk
mewakilinya. “Tentu saja perte-
muan-pertemuan lain harus saya
batasi mengingat juga kegiatan
di dalam negeri tidak bisa diting-
galkan begitu saja. Maka, akan
saya utus Wapres Pak Boediono
untuk menghadiri pertemuan
puncak ASEAN dan AS pada
tanggal 24 September nanti,”
kata Presiden dalam konferensi
pers mendadak, Senin (20/9).
Menurut SBY, sebenarnya ke-
hadiran Presiden Indonesia di AS
sangat diharapkan dan penting
karena Indonesia adalah pendiri
dan juga kekuatan ekonomi ter-
besar di ASEAN. Pertemuan AS-
ASEAN di New York atas un-
dangan Presiden AS Barack

Obama ini merupakan pertemuan
kedua setelah pertemuan puncak
serupa di Singapura tahun lalu.

Presiden menambahkan, Wa-
pres juga akan mewakilinya da-
lam pertemuan-pertemuan di
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dan forum lain. Pertemuan
multilateral yang biasanya diha-
diri Presiden Indonesia adalah
KTT ASEAN, APEC, ASEM,
G20, D8, Organisasi Konferensi
Islam, dan PBB.

Sekarang ini Presiden Indo-
nesia lebih banyak menghadiri
pertemuan puncak forum multi-
lateral dibandingkan sebelum-
nya. Apalagi sejak Indonesia

Bersambung ke him 11 kol 1-5
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MAHAKA MEDIA

Kompetisi Liga Primer Indonesia akan sulit
digelar karena 18 klub tetap setia dengan
Liga Super Indonesia di bawah ketiak PSSI.

Sepak Bola HIm 8

Mantan PM Israel Ehud Olmert menying-
gung bahwa Amerika Serikat pernah sepakat
akan menerima 100 ribu pengungsi Palestina
demi perdamaian Timur Tengah.

Internasional HIm 10

Ibu Kota tak
Lagi Kejam

asih ingat film komedi berjudul
IVI “Kejamnya lbu Tiri tak Sekejam

Ibukota?” Film yang dibintangi
sederet pelawak almarhum Iskak dan Ateng
ini dibuat tahun 1981. Sutradara Imam
Tantowi membuat film ini untuk menyindir laju
urbanisasi ke DKI Jakarta saat itu.

Dalam film diceritakan Ateng yang hidup di
kampung merasa tak betah. Di rumah, sang
ibu tiri kerap memarahi Ateng. Tak jarang
tamparan ibu tiri mampir ke pipi tembem
pelawak yang bernama asli Kho Tjeng Li ini.

Lalu datanglah Iskak, teman sekampung
Ateng yang belum lama merantau ke Jakarta.
Iskak mudik dengan penampilan ‘wah’.
Semua orang kampung terpana. Ateng yang
tak punya keahlian pun tergiur mengadu
nasib ke Jakarta.

Di Jakarta, Ateng dan Iskak disambut
dengan ‘kerasnya’ Ibu Kota. Terpukau oleh
wajah Jakarta, barang bawaan mereka raib
digondol maling. Berdua mereka merasakan
pahitnya hidup di Jakarta. Babak belur dige-
buki penjahat, kelaparan karena uang habis,

TAHTA AIDILLA

| -
Situasi arus balik pemudik di Terminal Bus
Pulo Gadung (14/9).

Bersambung ke him 11 kol 1-7

SBY: Intensifkan pengembalian aset Century
Pengusutan kasusnya tak pernah intensif

LIPI: Anggaran kurangi kemiskinan lemah
Anggarannya sulit kejar jumlah kemiskinan

Oleh A Riawan Amin

Menguatkan
Komitmen
pada Alquran

kan sebaik-baik

perkataan, yaitu
Alquran yang serupa (mutu ayat-
ayatnya) lagi berulang-ulang;
gemetar karenanya kulit orang-
orang yang takut kepada
Tuhannya, kemudian kulit dan
hati mereka menjadi tenang pada
waktu mengingat Allah. Itulah
petunjuk Allah, dengan kitab itu
Dia menunjuki siapa yang dike-
hendaki-Nya. Dan barangsiapa
yang disesatkan Allah, maka
tidak ada seorang pun yang mam-
pu memberikan petunjuk kepada-
nya.” (QS azZumar [39]: 23).

Begitulah Allah menjadikan

Alguran sebagai rujukan kaum

Muslimin dalam meniti hidup.
Guna mendapatkan kebahagiaan
dunia dan akhirat. Selain itu,
Alquran juga menjadi obat (pena-
war) bagi penyakit hati, yang terus
mewabah di tengah masyarakat
modern. (QS AHlsra [17]: 72).

Karena itu, setiap Muslim hen-
daknya menguatkan kembali ko-
mitmen kepada Alquran. Meng-
imani, membenarkan, mencintai,
menghormati, dan mengagungkan-
nya. Setiap saat, seorang Muslim
hendaknya terus berkomitmen
mengamalkan Alguran. Untuk itu,
diperlukan langkah padu dan kon-
sisten agar komitmen ini terus ter-
jaga. Sedikitnya ada lima langkah
yang perlu dilakukan.

Pertama, meyakini dengan
sepenuh hati bahwa Alquran
adalah kalamullah yang diturunkan
kepada Rasulullah SAW. Kita wajib
mengimani semua ayat yang diba-
ca. Baik yang berupa hukum-
hukum maupun kisah-kisah. Baik
yang menurut kita terasa masuk
akal maupun yang belum dapat
dipahami. Yang nyata maupun
gaib. (QS Al-Maidah [5]: 83).

Kedua, menjadikan Alquran se-
bagai kawan akrab dalam kehidup-
an, yakni sebagai bahan bacaan
terbaik dalam perjalanan umat

manusia. (QS Al-Bagarah [2]: 121).

Ketiga, berupaya memahami
setiap kata dan kalimat indah
yang tertera dalam kitab mulia

ini. Tadabbur Alquran dilakukan
dengan mengulangi ayat-ayat
yang dibaca dan merepasinya
dalam hati. (QS An-Nisa’ [4]: 82).
Keempat, mencoba meng-
hafalkan dan menjaga hafalan
ayat demi ayat dengan sepenuh
jiwa. Rasulullah SAW bersabda,
“Barang siapa yang di dalam
rongga tubuhnya tidak ada sedikit
pun Algquran, tak ubahnya
bagaikan rumah yang bobrok.”
Kelima, mengamalkannya da-
lam hidup keseharian dan berpe-
gang teguh pada hukum-hukum-
nya. Senantiasa berusaha menye-
laraskan hidup dan tingkah laku,
sebagaimana yang dicontohkan
Rasulullah SAW. Karena, sesung-

guhnya akhlak Rasul SAW adalah
gambaran aplikatif dari Alquran.
Marilah kita menjadikan
Alguran sebagai teman sejati. Ke
mana dan di manapun berada,
Alquran selalu menjadi tuntunan.
Sebagaimana pesan Rasulullah
SAW dalam hadis yang diriwayat-
kan oleh Imam Hakim dari
Hudzaifah, “Hendaklah kalian
sekalian beredar bersama kitab
Allah ke mana saja dia beredar.”
Bila sudah demikian, tak ada
lagi kekhawatiran menghadapi
berbagai himpitan. Bahkan, saat
puncak kesulitan menerpa
setiap diri di hari perhitungan
kelak, Alquran akan menjadi
syafaat. Wallahu a’lam. m



Tiga Anggota DPR PAW

Dilantik

JAKARTA — Wakil Ketua MPR Melani Leimena
Suharli melantik tiga anggota DPR pengganti antar-
waktu (PAW). Mereka yang dilantik adalah Meutya
Hafid dan Markum Singodimejodi dari Fraksi Partai
Golkar, serta Maimara Tando dari Fraksi Partai

Demokrat.

“Kami berharap kepada saudara anggota peng-
ganti antarwaktu yang baru mengucap sumpah da-
pat berkiprah dalam rangka mengemban tugas kon-

REPUBLIKA

stitusional majelis,” kata Melani Leimena Suharli, di
Gedung MPR/ DPR, Jakarta, Senin (20/9).

Mantan presenter Metro TV, Meutya Viada Hafid,
menggantikan anggota Fraksi Golkar, Burhanuddin
Napitupulu yang beberapa bulan lalu meninggal
dunia. Sedangkan Markum Singodimejo menggan-
tikan Mustokoweni Murdi (alm) dari daerah pemili-
han Jawa Timur VII.

Sementara itu, Maimara Tando menggantikan
Anas Urbaningrum yang mengundurkan diri setelah
terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat. Ber-
dasarkan hasil pengumpulan suara pada Pemilu
2009, Maimara berada di posisi kedua setelah Anas
Urbaningrum di daerah pemilihan VI. B andri saubani

Suara Hangus

Indira Rezkisari

Parpol besar DPR
tetap akan usulkan
kenaikan PT.

JAKARTA — Angka 32
persen suara rakyat yang
akan hangus, jika ambang
batas parlemen atau parlia-
mentary threshold (PT) di-
naikkan, dianggap oleh par-
tai besar sebagai risiko yang
harus ditempuh. Metode apa
pun yang dipilih untuk me-
nyederhanakan partai politik
di parlemen dipercaya pasti
berisiko mengurangi jumlah
suara yang terwakili.

Anggota Komisi II dari
PDIP, Yasonna Laoly, menga-
takan, berkurangnya jumlah
suara yang terwakili adalah
pilihan yang harus ditempuh
ketika PT hendak dinaikkan.
“Itu pilihan yang harus
diambil untuk meningkatkan
konsolidasi partai,” kata
Yasonna, Senin (20/9), di
gedung DPR. Negara lain
yang menaikkan ambang
batas parlemennya pun men-
galami peristiwa serupa.

Berdasarkan analisis Cen-
tre for Electoral Reform, bi-
la PT naik dari 2,5 persen ke
lima persen—mengacu pada
data Pemilu 2009—jumlah
suara yang tidak terwakili
dapat mencapai 32 persen.
Angka ini meningkat diban-
ding jumlah suara yang
tidak terwakili di Pemilu
2009, yang angkanya sebesar
19 persen dari 104 juta suara.

PDIP menganggap ke-
naikan PT adalah satu-satu-
nya metode yang paling ce-
pat untuk memperkuat de-
mokrasi lewat penyederha-

naan partai politik. Metode
lain, seperti memperkecil
daerah pemilihan atau peng-
gunaan sistem distrik dalam
pemilu, diyakini tetap akan
meningkatkan jumlah suara
yang tidak terwakili pula.
“Ini soal pilihan saja.”
Dipaparkannya, revisi
undang-undang itu memang
difokuskan memperkuat sis-

Potensi kehilangan
suara adalah risiko
yang harus ditole-

ransi.

Chairuman Harahap
Anggota Fraksi Golkar

tem partai politik Tanah Air.
Undang-undang nantinya
harus bisa menjadi instru-
men rekayasa bagi penye-
hatan sistem politik dan
demokrasi yang berbasis
sistem presidensial.
Pendapat PDIP didukung
oleh Golkar. Ketua Komisi
1T dari Partai Golkar, Chai-
ruman Harahap, mengang-
gap bahwa potensi kehilang-
an suara yang terwakili
dalam parlemen setelah
kenaikan PT adalah risiko
yang harus ditoleransi. “Da-
lam sistem pemilu apa pun
pasti ada suara yang terce-
cer,” sambung dia.
Kenaikan PT, dinilai Gol-
kar, sebagai satu-satunya ja-
lan yang mungkin bagi upa-
ya penyederhanaan partai
politik. Upaya itu memang
mengharuskan partai politik
melewati pemilahan secara

Dianggap Risiko *

alamiah.

Ibaratnya, kata Chairu-
man, ada babak penyisihan
sehingga didapatkan partai
yang memang benar-benar
diminati masyarakat. Apa-
lagi, Chairuman melihat par-
tai politik yang hidup dan
sanggup berkembang secara
berkesinambungan memili-
ki landasan ideologi yang
menyerupai satu sama lain.

Penyelenggara pemilu

Kemarin, Komisi II
menggelar rapat kerja de-
ngan KPU. Di sela-sela ra-
pat, anggota Komisi IT dari
Partai Demokrat, Muslim,
mengatakan bahwa pemba-
hasan revisi UU No 22 Ta-
hun 2007 tentang Penye-
lenggara Pemilu belum men-
capai titik temu. Untuk
mempercepat proses revisi,
Demokrat berencana mem-
bahasnya di forum Sekre-
tariat Gabungan (Setgab)
Parpol Koalisi.

“Kita mengupayakan ko-
ordinasi, khususnya di par-
tai-partai koalisi,” ucap dia.
Demokrat menginginkan pa-
rtai koalisi satu suara dalam
revisi undang-undang ini.

Lobi antarpartai diakui
anggota Komisi I, Arief Wi-
bowo, tergolong sulit men-
capai titik temu. Ia bahkan
menyangsikan revisi bisa
tercapai pada tahun 2011.

Dijelaskannya, PDIP
menginginkan calon anggota
KPU baru harus mundur
dari jabatannya di partai
politik setelah terpilih.
Golkar menginginkan calon
mundur saat pendaftaran.
Sedangkan, Demokrat me-
nginginkan calon anggota
KPU sudah mundur lima
tahun sebelum mendaftar.

H ed: joko sadewo

»> politika <<

Makam Gus Dur Dibahas di
Sidang Kabinet

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) menginstruksikan Menteri Koordinator bidang
Kesejahteraan Masyarakat (Menko Kesra) Agung
Laksono, untuk memerhatikan kawasan di sekitar
makam mantan presiden Rl keempat, KH
Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

“Satu hal yang saya mintakan kepada Menko
Kesra untuk kita pikirkan bersama supaya pem-
bangunan kawasan di sekitar makam presiden

ANGGARAN PEMILU
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Abdurrahman Wahid, harus juga mendapatkan aten-
si dari negara,” kata Presiden SBY dalam Sidang
Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Senin (20/9).
Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009 di Ru-
mah Sakit Cipto Mangunkusumo. Gus Dur dimakam-

kan pada 1 Januari 2009 dalam sebuah upacara pe-
makaman kenegaraan yang dipimpin oleh Presiden

di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Desa

Diwek, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah
Kabupaten Jombang akan membangun makam
tersebut. “Dana itu sudah disiapkan Pemprov Jatim
dan Pemkab Jombang,” kata Wakil Gubernur Jawa
Timur, Saifullah Yusuf. m ikhsan shiddieqay, ed: joko sadewo

TAHTA AIDILLA

Ganjar Pranowo Wakil ketua F-PDIP (kiri) dan Chairuman Harahap Ketua FGolkar saat memimpin rapat komisi Il dengan KPU dan
Banwaslu di Gedung Nusantara Jakarta. Senin (20/9). Sidang membahas anggaran belanja yang mengikat dan tidak mengikat untuk
kepentingan pemilu yang berkualitas.

Demokrat Siap Tambah Menteri

Andri Saubani

JAKARTA — Partai De-
mokrat (PD) siap menambah
kursi menteri di Kabinet In-
donesia Bersatu Kedua. Be-
berapa kader telah disiap-
kan Partai Demokrat jika
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) ingin me-
nambah kuota menteri un-
tuk Partai Demokrat.

“Kalau terjadi reshuffle
dan Pak SBY memilih me-
nambah menteri dari De-
mokrat, ya siapa yang meno-
lak,” kata Wakil Ketua
Umum PD, Max Sopacua, di
Gedung DPR, Senin (20/9).

Max menegaskan, posisi

menteri bukanlah jatah par-
tai politik. Karena itu, jika
ada penambahan menteri
dari PD, partai koalisi seka-
lipun tak boleh protes. Mes-
ki PD siap memenuhi bera-
pa pun permintaan jumlah
menteri dari SBY, Max me-
nyatakan, PD tidak pernah
berobsesi menambah men-
teri di kabinet.

Dalam kabinet Indonesia
Bersatu Kedua, PD menda-
patkan jatah enam menteri.
Di antaranya, Menteri Ko-
perasi dan UKM Syarifudin
Hassan, Menteri Perhu-
bungan Freddy Numberi,
Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Jero Wacik, Men-

Joko Sadewo,
Andri Saubani

JAKARTA —

Proses pem-

KRONOLOGI RENCANA PEMBUATAN GEDUNG BARU DPR

~ 2008

Dibentuk Tim Peningkatan Kinerja DPR yang diketuai

Gedung Baru DPR Menyimpang dari Konsep Awal

- 2009

bangunan gedung baru DPR yang
dilakukan DPR periode 2004-2009
telah menyimpang dari perencana-
an yang dilakukan DPR periode
sebelumnya. Desain gedung baru
DPR yang ngotot dipertahankan
Ketua DPR Marzuki Alie dan Tim
Teknis, adalah desain yang sudah
ditolak DPR periode sebelumnya.

Mantan Tim Pengarah Pembuat-
an Grand Desain Kompleks Par-
lemen periode 2004-2009, Darul
Siska, membantah keterangan Mar-
zuki. Sebelumnya, Marzuki menye-
but grand design gedung baru DPR
merupakan produk BURT periode
2004-2009.

“Itu tidak benar. Belum ada
grand design gedung DPR. Desain
yang muncul sekarang adalah
produk yang kita tolak,” kata man-
tan anggota Fraksi Golkar DPR ini,
Senin (20/9).

Dipaparkannya, DPR periode
2004-2009 telah bekerja sama de-
ngan Ikatan Arsitektur Indonesia
(IAI) menyiapkan term of reference
(TOR) pelaksanaan sayembara.
“Pada saat itu muncul maket yang
dibuat oleh PT Yodia Karya (maket
yang sekarang beredar—Red). Kita
menolak maket itu.”

Sayembara pembuatan desain
kompleks DPR ini dibutuhkan
agar bisa dibuat desain yang be-
nar-benar sesuai filosofi, sejarah
bangsa, dan transparansi. “TOR
sayembara tersebut sebenarnya
sudah jadi. Tinggal pelaksanaan-

Agung Laksono.

PT Yodia Karya ditunjuk Setjen DPR untuk membuat
maket parlemen.

Maket diusulkan ke tim, tapi ditolak. Alasannya, tim
masih membahas konsep, belum pembuatan maket.

Tim bekerja sama dengan IAl untuk
menyusun konsep sayembara nasional
maket kompleks parlemen.

TOR sudah jadi, tapi belum sempat
dilaksanakan.

2010

2006

Tim Kajian
Peningkatan Kinerja
DPR menyusun buku
Reformasi DPR.
Salah satu
rekomendasinya
adalah
pembangunan
kompleks parlemen.

Isu gedung baru DPR mencuat dengan
biaya Rp 1,8 triliun. Setelah ditolak
publik, angka ini turun jadi Rp 1,16
triliun.

Publik tetap menolak karena dianggap
terlalu mewah. Pimpinan DPR minta
biaya dievaluasi.

Ketua DPR menolak mengubah desain
gedung baru dengan alasan itu produk
BURT sebelumnya. Keterangan ini
dibantah oleh anggota DPR periode
lalu, Darul Siska.

ANDRI/REPUBLIKA

Maket Rencana Gedung Baru DPR

nya saja,” ungkap Darul.

Terkait dengan keengganan
DPR untuk melakukan sayembara,
Darul mengatakan, masalah itu
terserah DPR sekarang. “Tapi,
menurut saya, keputusan DPR ter-
dahulu adalah keputusan DPR
selaku institusi, bukan perseoran-
gan. Jadi, semestinya ini menjadi
bagian dari proses yang harus di-
lanjutkan DPR selaku institusi.”

Sementara itu, Ketua DPR

Marzuki Alie menilai anggaran
pembangunan gedung baru DPR
senilai Rp 1,16 triliun terlalu ma-
hal. Menurutnya, angka yang pan-
tas sekitar Rp 800 miliar.
Marzuki menjelaskan, dengan
anggaran mencapai Rp 1,6 triliun
untuk luas bangunan 157 ribu
meter persegi, gedung baru DPR
akan memakan biaya sampai Rp 10
juta per meter persegi. “Padahal,
nilai bangunan mewah di perko-

Sumber: Kterangan Darul Siska dan data Republika.

taan adalah Rp 5 juta per meter per
segi,” kata Marzuki.

Marzuki mengatakan, ia telah
meminta Tim Teknis yang terdiri
atas sekretariat jenderal, Kemen-
terian Pekerjan Umum (PU), dan
konsultan melakukan evaluasi de-
ngan alasan anggaran yang terlalu
mahal. Soal anggaran yang ada saat
ini, menurut Marzuki, sepenuhnya
hitung-hitungan Tim Teknis.

M ed: joko sadewo

teri Pendayagunaan Apara-
tur Negara dan Reformasi
Birokrasi EE Mangindaan,
Menteri ESDM Darwin Za-
edy Saleh, dan Menteri Pe-
muda dan Olahraga Andi
Malarangeng.

Pengamat politik Lem-
baga Survei Indonesia (LSI)
Burhanudin Muhtadi, me-
ngatakan, dengan mengu-
rangi jumlah kader partai di
kabinet, akan memudahkan
SBY dalam memimpin or-
kestra. Presiden SBY bisa
melihat konstelasi partai po-
litik di kabinet secara rasio-
nal menjelang reshuffle nanti.

Diungkapkannya, dalam
hal kinerja buruk kementer-

ian, tidak bisa sepenuhnya
menyalahkan kementerian.
Persoalan ini juga berkait
dengan kemampuan SBY

dalam memimpin kabinet.
Burhanudin melihat isu
reshuffle seperti yang digu-
lirkan anggota Dewan Pem-
bina PD Achmad Mubarok,
beberapa waktu lalu, biasa-
nya bergantung pada dua
isu, yaitu permasalahan ki-
nerja dan alasan politis. Na-
mun, biasanya SBY akan se-
lalu menjadikan alasan ki-
nerja sebagai alasan. “Na-
mun, rakyat tidak bodoh,”
kata Burhanudin dalam se-

buah situs online nasional.
M ed: joko sadewo

22 Kepala Daerah
Ingkari Antikorupsi

Rosyid Nurul Hakim

JAKARTA — Imbauan
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) agar tidak me-
nerima parsel maupun
menggunakan fasilitas kedi-
nasan untuk keperluan Le-
baran ternyata tidak diin-
dahkan. Transparency Inter-
national Indonesia (TII) me-
nemukan sebanyak 22 ke-
pala daerah melakukan
pembangkangan terhadap
komitmen anti korupsi.

Manager Pusat Informasi
Antikorupsi TII, Ilham Sa-
enong, mengatakan, pemer-
intah daerah dan pejabat
masih melakukan pelang-
garan. “Ini bertentangan de-
ngan komitmen pemerintah
dalam pemberantasan ko-
rupsi,” kata Ilham, saat kon-
ferensi pers ‘Korupsi Marak
Saat Lebaran’ di Jakarta,
Senin (20/9). Kondisi ini
menunjukkan kegagalan
presiden dalam mendisi-
plinkan birokrat.

Satu pekan sebelum Hari
Raya Idul Fitri, kata dia,
KPK sudah mengeluarkan
imbauan untuk tidak meng-
gunakan fasilitas kedinasan
untuk keperluan Lebaran.
Namun, ternyata praktik pe-
nyelewengan masih terjadi.

Data yang dihimpun TII
melalui riset media, dite-
mukan sebanyak 22 kepala
daerah atau pejabat mem-

berikan izin menggunakan
fasilitas negara untuk ber-
lebaran. Sekitar 19 kepala
daerah tercatat mengizinkan
penggunaan mobil dinas,
tiga kepala daerah meng-
izinkan memberikan dan
menerima parsel, dan satu
kepala daerah menggu-
nakan APBD untuk mem-
buat kartu Lebaran.

Dari data ini, Peneliti TTI,
Putut Aryo Saputro, melihat
adanya indikasi pembang-
kangan kepala daerah ter-
hadap komitmen, prinsip,
dan aturan antikorupsi. Se-
lain itu, perilaku para peja-
bat tersebut menunjukkan
buruknya keteladanan pe-
mimpin di daerah. “Ini juga
menunjukkan lemahnya kon-
trol masyarakat,” kata Putut.

TII mendesak KPK untuk
segera memproses pejabat
yang menerima gratifikasi
dan menyalahgunakan fasil-
itas negara sebelum Lebar-
an. Ia juga berharap masya-
rakat terus memaksimalkan
hak kontrol dengan mela-
porkan gratifikasi serta pe-
nyalahgunaan fasilitas ne-
gara oleh pejabat.

Sementara itu, dihubungi
secara terpisah melalui pesan
singkat, Menteri Dalam Ne-
geri Gamawan Fauzi menga-
takan, masalah penggunaan
fasilitas negara itu sudah
menjadi bagian penanganan
di KPK. M ed: joko sadewo
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Terdakwa Alif Kuncoro usai mengikuti sidang putusan dengan kasus pemberi suap Harley Davidson kepada Komisaris Polisi Arafat
Enanie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/9). Alif Kuncoro divonis 1,5 tahun penjara. Alif juga diminta membayar denda
Rp 50 juta. Vonis dan denda itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 2,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

DPR Belum Terima Calon Kapolri

M lkhsan S, Indira R

JAKARTA —Hingga
kemarin DPR belum mene-
rima pengajuan calon Ka-
polri dari Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Wakil
Ketua DPR RI, Pramono
Anung, mengharapkan na-
ma calon kapolri sudah
masuk sebelum akhir pekan
depan.

“DPR belum menerima
secara resmi surat dari Pre-
siden,” kata Pramono, Senin
(20/9).

Dewan, katanya, telah
berkomunikasi dengan pe-
merintah, yakni Sekretaris
Kabinet dan juga Menteri

SIDANG PERDANA

Sekretaris Negara, terkait
pengajuan surat dari Presi-
den ke dewan. Pramono
berharap, dalam beberapa
hari pada pekan ini, surat
itu sudah masuk. “Kalau bi-
sa, sebelum Kamis ini
(24/9),” sambung mantan
sekjen PDIP itu.

Bila batas waktu itu ter-
lampaui, Pramono menga-
takan bahwa dewan akan
menunda lagi pembahasan
surat itu di rapat Badan Mu-
syawarah DPR. Sehingga,
proses uji kepatutan dan
kelayakan kembali tertunda.
DPR, kata Pramono, me-
minta pemerintah segera
menyerahkan nama calon

kapolri sebelum masa pen-
siun Kapolri Jenderal Bam-
bang Hendarso Danuri tiba.
Bambang dijadwalkan me-
masuki pensiun pada per-
tengahan Oktober.

Pramono menganggap
pemerintah seharusnya ti-
dak menemukan kesulitan
dalam mengajukan nama
calon kapolri.

Sementara itu istana me-
mastikan bahwa Presiden
akan menyampaikan calon
pilihannya kepada DPR un-
tuk disetujui dan disahkan
pada pekan ini.

“Insya Allah, dalam wak-
tu dekat. Insya Allah. Kita
juga mendengar DPR agar

EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA

Mantan Pengacara Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung saat mengikuti sidang perdana di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/9). Haposan didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan
pelanggaran hukum, dengan cara meminta penyidik Polri untuk tidak menahan Gayus selama pe-

meriksaan.

Kompol Arafat Divonis
Lima Tahun

Fitriyan Zamzami

JAKARTA — Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan
menghukum penyidik Polri
Kompol Arafat Enanie de-
ngan kurungan penjara se-
lama lima tahun penjara.
Putusan yang lebih tinggi
dari tuntutan jaksa ini ka-
rena Arafat menurut hakim
terbukti melakukan tindak
pidana korupsi berulang-
ulang dan tak mengakui
perbuatannya selama me-
nangani kasus pengelapan
pajak oleh Gayus Halomoan
Tambunan.

“Menghukum terdakwa
Arafat Enanie dengan pida-
na penjara selama lima ta-
hun dikurangi masa tahan-
an. Dan, mewajibkan ter-
dakwa membayar denda se-
besar Rp 150 juta,” kata Ke-
tua Majelis Hakim, Haswan-
di, dalam persidangan di
Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, Senin (20/9).

Menurut Hakim, Arafat
terbukti menerima suap ter-
kait kewenangannya dari
sejumlah pihak, seperti yang
diatur dalam Pasal 11 Un-
dang Undang Pemberantas-
an Tindak Pidana Korupsi.
Utamanya dari pengacara
Gayus, Haposan Hutaga-
lung sebesar Rp 45 juta un-

tuk mencabut blokir terha-
dap rekening Gayus, dari
tersangka Roberto Santo-
nius sebesar Rp 100 juta un-
tuk mencabut status ter-
sangka dan blokir rekening.
Selain itu, dari Alief Kunco-
ro berupa satu unit sepeda
motor seharga Rp 410 juta
untuk tak menetapkan adik
Alief sebagai tersangka ka-
sus Gayus.

“Menyatakan terdakwa
terbukti secara sah dan me-
yakinkan bersalah melaku-
kan tindak pidana korupsi
secara berulang-ulang,” lan-
jut Haswandi.

Atas tindak pidana yang
dilakukan berulang-ulang
ini, Arafat dikenai Pasal 65
ayat 1 KUHP. Selain penja-
ra, Arafat juga dikenai den-
da Rp 150 juta subsider 4
bulan penjara.

Menurut dia, dengan da-
sar inilah hakim menam-
bahkan hukuman dari tun-
tutan jaksa, yaitu hukuman
penjara selama empat tahun
menjadi penjara lima tahun.
Selain itu, hakim juga meng-
anggap enggannya Arafat
mengakui perbuatan dan
bahwa ia tak menyesali per-
buatan sebagai faktor yang
memberatkan tuntutan.

Hal lain yang memberat-
kan putusan adalah status

Arafat sebagai penegak hu-
kum. Ia dianggap tak mem-
beri contoh dan teladan.
Arafat juga dinilai tak men-
dukung program pemerin-
tah memberantas korupsi.

“Sementara untuk hal
yang meringankan, tidak
ada,” ujar Haswandi.

Dalam persidangan sebe-
lumnya, Arafat dan sejum-
lah pemberi suap, seperti
Haposan Hutagalung dan
Roberto Santonius mem-
bantah menerima dan mem-
beri suap. Kata hakim, ban-
tahan ini harus dikesam-
pingkan karena Arafat dan
Haposan adalah terdakwa
dalam kasus ini, sedangkan
Roberto belum dihentikan
penyidikan kasusnya.

“Jadi, mereka memiliki
kepentingan untuk membela
diri,” kata hakim menegas-
kan.

Arafat selepas mende-
ngar keputusan menyatakan
keberatan. Ia menegaskan
akan langsung mengajukan
banding.

“Saya akan menyatakan
banding karena merasa ada
ketidakadilan,” katanya
sambil bersungut-sungut.

Sebaliknya, Jaksa Penun-
tut Umum menyatakan ma-
sih pikir-pikir untuk meng-
ajukan banding. W ed: subroto

itu (calon kapolri) segera
disampaikan supaya tidak
ada kekosongan. Pekan ini,”
kata Juru Bicara Kepresi-
denan, Julian A Pasha, di Is-
tana Negara, Senin (20/9).
Julian mengatakan, Pre-
siden sudah mempertim-
bangkan semua calon. Na-
mun, ia enggan menanggapi
kabar adanya hubungan ke-
kerabatan calon kapolri de-
ngan lingkungan istana.
Presiden sudah menerima
usulan dua nama calon ka-
polri, yakni Komjen Pol Na-
nan Sukarna dan Komjen
Pol Imam Sujarwo. Namun,
yang akan diajukan ke DPR
hanya satu. W ed: subroto
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Presiden tak

“ Masalah Jakgung

dari Eksternal

Fitriyan Zamzami,
M lhsan Shiddieqy

Permintaan
Jakgung dari inter-
nal tak relevan.

JAKARTA — Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
menanggapi wacana yang
berkembang soal calon jak-
sa agung apakah akan ber-
asal dari internal dan eks-
ternal. SBY menyatakan
calon internal dan eksternal
sama-sama diperhatikan.

“Presiden mendengar
wacana yang berkembang,
dan adanya masukan inter-
nal Kejaksaan Agung, atau
dari eksternal usulan. Eks-
ternal (pernah) ada Abdul
Rahman Saleh, Baharuddin
Lopa, beliau saat memimpin
mereka kinerja performa
kejaksaan sangat baik,” ka-
ta Juru Bicara Presiden, Ju-
lian A Pasha, di Istana Ne-
gara, Senin (20/9).

Julian menambahkan,
Presiden menilai kalau ada
anggapan eksternal kurang
mumpuni, tidak begitu men-
dasar. “Karena itu, mencatat
prestasi diri,” katanya.

Pekan lalu, Persatuan
Jaksa Indonesia mengeluar-
kan pernyataan dukungan
pada calon jaksa agung dari
internal kejaksaan. Mereka
meminta Presiden Yudhoyo-
no memilih jaksa agung dari
delapan calon yang diaju-

kan Kejaksaan Agung.

“Kalau dari dalam, jaksa
agung lebih baik secara
kualitatif. Paling tidak dia
tak perlu waktu lama untuk
penyesuaian dan adaptasi,”
kata Wakil Jaksa Agung,
mendukung pernyataan ini.

Pengacara senior yang
juga mantan jaksa, Adnan
Buyung Nasution, mengang-
gap tak ada petinggi kejak-
saan yang prestasinya me-
nonjol belakangan. Dari hal
itu, ia berpendapat sebaik-
nya jabatan jaksa agung
kelak diemban oleh pihak
dari luar kejaksaan.

“Saya sebagai mantan
jaksa hati kecil ingin dari
dalam kejaksaan. Tapi, ti-
dak ada orang yang menon-
jol di kejaksaan. Maka dari
itu, dari luar saja,” ujar Ad-
nan, di Jakarta, Senin (20/9).

Ia mencontohkan dahulu
ada kemajuan signifikan di
Kejakgung saat jaksa agung
dijabat Abdul Rahman Sa-
leh yang bukan orang da-
lam. Sebaliknya, menurut
dia, kinerja kejaksaan ma-
lah melemah di bawah ke-
pemimpinan Hendarman
Supandji yang orang dalam.

Pertimbangan lainnya,
kata Adnan, adalah bahwa
jaksa agung dari luar masih
segar dan lebih mungkin
bersih perilakunya. Jika jak-
sa agung dari dalam, ada ke-
mungkinan ia melakukan
kolusi dengan petinggi-pe-
tinggi kejaksaan yang nota-
bene rekan-rekannya.

Ia juga mengatakan bah-
wa permintaan para jaksa
agar jaksa agung dari inter-
nal tak relevan. Pasalnya,
permintaan itu tak disertai
calon-calon dari dalam
kejaksaan yang berprestasi.

“Kalau (para jaksa) bisa
tunjukkan satu saja calon
jaksa agung yang prestasi-
nya bagus, apakah dari
Jampidum (Jaksa Agung
Muda Pidana Umum) atau
Jampidsus (Jaksa Agung
Muda Pidana Khusus), sila-
kan,” lanjut Adnan.

Jika para jaksa menolak
bekerja sama dengan jaksa
agung dari luar, hal tersebut
bisa disebut pembangkang-
an. Hal tersebut sama saja
dengan mengundurkan diri
dari Korps Kejaksaan.

“Silakan mundur kalau
tidak mau jaksa agung dari
luar. Nanti kita bentuk ke-
jaksaan yang baru,” kata
Adnan berseloroh.

Sebelumnya, Direktur
Eksekutif Pusat Studi Hu-
kum dan Kebijakan (PSHK),
Eryanto, mendesak Presiden
untuk mereformasi Kejaksa-
an Agung dengan memilih
jaksa agung dari luar. Diha-
rapkan, jaksa agung dari
luar bisa memperbaiki akar
masalah institusi itu.

Ketua Dewan Pengurus
Kontras Usman Hamid, pun
menilai, Presiden pernah
menyebutkan bahwa jaksa
agung tidak harus berasal
dari pejabat karier.

M ed: subroto

EKSPOR DAN TENDENSI BISNIS PERTANIAN PROSPEKTIF

Mumﬂsuki September 2010. ek-
spor non migas Indonesia
meningkat tajam. Seiring dengan
meningkatnya ekspor nonmigas. se-
lama semester 1 2010 ekspor perta-
nian Indonesia juga meningkat cu-
kup tinggi dibanding ekspor pada
periode tahun sebelumnya.

Berita resmi Statistik BPS Septem-
ber 2010 melaporkan bahwa ekspor
Indonesia pada semester 1 mening-
kat sekitar 42,26% dibanding periode
vang sama tahun 2009. Prestasi ini
berasal dari kenaikan ekspor migas
sebesar 73,66% dan ekspor nonmigas
sebesar 36,94%.

Eskpor nonmigas selama periode
Januari-Juli mencapai nilai 69,97 mil-
yar dolar AS atau sekitar 82.30% dari
nilai total ekspor pada periode yang
sama vang mencapai 85,01 milyar
dolar, Nilai ekspor pertanian primer
selama enam bulan pertama tahun
2010 mencapai nilai 2,75 milyar
dolar meningkat 17,55%. Sementara
nilai ekspor komoditas berbasis per-
tanian mencapai 11,856 milyar atau
naik 45,60% dibanding capaian pada
periode yang sama tahun 2009,

Peningkatan terbesar ekspor non-
migas berasal dari karet dan barang-

PEKERMBANGAN EKSPOR KOMODITAS PERTANIAN SEMESTER 12010

Jan-Jul2009 | Jan-Jul2010 | Selisih Kenaikan (%)

Uutadolar AS) | (JutadolarAS) | (Juta dolar AS)
PertanianPrimer | 23311 27403 | 4092 17.55%
Komoditas LemalMinyak | 56136 | 66983 | 10847 | 1932%
Komoditas Karet | 25598 51582 | 16283 103,8%%
Total Komoditas Pertanian | 8.1435 Nes6s | 3N 45,59%
Total ekspor nonmigas | 59.757,5 699687 | 102112 17,09%

barang dari karet serta komoditas le-
mak & minyak nabati/hewan. Ekspor
lemak dan minvak pada bulan se-
mester 1 2010 meningkat 19,32% di-
banding capaian tahun lalu. Ekspor
karet dan barang dari karet melonjak
103,89% atau berlipat dua kali lebih
dari capaian tahun sebelumnya.
Mentan Suswono mengaku ber-
syukur, ekspor pertanian pada se-
mester pertama 2010 meningkat
cukup signifikan. Dia berharap kena-
ikan ekspor komoditas pertanian bisa
lebih baik lagi dalam beberapa bulan
ke depan. Harapan ini didukung
oleh membaiknya indeks tendensi
bisnis sektor pertanian pada Triwu-

lan I 2010 yang mencapai 109,06.
BPS memperkirakan seluruh sektor
ekonomi pada Triwulan 11 mengala-
mi peningkatan aktivitas bisnis. Dan,
sektor pertanian diprediksi mengala-
mi peningkatan bisnis tertinggi pada
semester [12010.

Megara-negara Uni Eropa. Je-
pang. AS. Cina, Singapura, Malaysia,
Korea Selatan, Thailand, Taiwan dan
Australia merupakan negara tujuan
utama ekspor nonmigas Indonesia.
Berdasarkan nilai. kontribusi ma-
sing-masing negara tujuan ekspor
berturut-turut adalah Uni Eropa
(13,09), Jepang (12,88), AS (10,752%),
Cina (9,97%), Singapura (7,64%), Ma-

Secara total jenderal, neraca eks-

por-impor nonmigas Indonesia pada
semester | 2010 mengalami surplus

9,64 milyar dolar. Ini menunjukkan
bahwa aktivitas ekspor dan impor
non-migas, termasuk komoditas
pertanian di dalamnya, berjalan
baik dan mengalami surplus
perdagangan yang cukup besar.

SUSWONO Mewres: Peamanun

laysia (5,95%), Korsel (5,64%), Thai-
land (3,30%), Taiwan (2,51%) dan
Australia (1,80%).

Sementara itu, total impor nonmi-
gas pada periode Januari-Juli 2010
mencapai 60,327 milyar dolar atau
naik 47,81% dibanding periode yang
sama tahun lalu. Kenaikan impor
memang sedikit di atas kenaikan eks-
por. Tetapi, yang menggembirakan,
tambah Mentan, kenaikan impor
lebih disebabkan oleh naiknya im-
por barang modal dan bahan baku/
penolong. Impor barang modal naik
36,90%. Impor bahan baku/penoclong
naik 1,23%. Sedang impor barang
konsumsi justru turun -2,16%.

Secara total jenderal, neraca eks-
por-impor nonmigas Indonesia pada
semester 1 2010 mengalami surplus
9.64 milyar dolar. Ini menunjukkan
bahwa aktivitas ekspor dan impor
non-migas, termasuk komoditas per-
tanian di dalamnya, berjalan baik
dan mengalami surplus perdagang-
an yang cukup besar, tegas Mentan
Suswono.
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emudik pada
Lebaran Idul Fi-
tri tahun ini di-
perkirakan men-
capai 16-18 juta
orang. Fenome-
na pergerakan jutaan manusia
dari kota ke desa ini hanya
untuk sementara waktu. Sete-
lah bersilaturahim dengan
sejumlah keluarga dan kerabat
di kampung halaman, mereka
akan kembali lagi ke kota.
Kaum pendatang baru yang
bergabung dalam arus balik
adalah gelombang angkatan
kerja yang terpesona dengan
cerita-cerita sukses yang di-
bawa oleh para pemudik, se-
hingga mereka memutuskan
untuk mengadu nasib di Ibu
Kota. Gelombang urbanisasi
ini tentunya akan semakin me-
nambah masalah yang sudah
kompleks di Ibu Kota, misal-
nya, kepadatan, kemacetan,
pengangguran, kriminalitas,
dan permasalahan sosial.
Fenomena pendatang baru
di Ibu Kota adalah potret nyata
kegagalan konsep pemerataan
pembangunan ekonomi nasio-
nal. Desentralisasi pembangun-
an ekonomi yang dimanifesta-
sikan melalui otonomi daerah
telah gagal menciptakan kan-
tong-kantong pertumbuhan
ekonomi di daerah dan pede-
saan. Aktivitas ekonomi masih
menumpuk di kota-kota besar
di Pulau Jawa, khususnya Ibu
kota Jakarta. Akhirnya, seba-
gian angkatan kerja desa lebih
memilih nekat berangkat ke
Ibu Kota untuk mengadu nasib
dengan risiko harus berkejar-
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kejaran dengan petugas Ope-
rasi Yustisi Kependudukan.

Meski pemerintah pusat te-
lah menambah anggaran yang
mengalir ke daerah dari tahun
ke tahun, sebut saja, misalnya
untuk tahun anggaran 2011,
anggaran daerah mencapai Rp
378,4 triliun. Naik 9,8 persen
dari APBN-P tahun 2010 atau
meningkat lebih dari dua kali
lipat dari APBN tahun 2005
yang hanya mencapai Rp 150,5
triliun.

Anggaran ini dialirkan ke
524 daerah otonomi yang ter-
diri dari 33 provinsi, 398 kabu-
paten, dan 93 kota, melalui
Dana Alokasi Umum (DATU),
Dana Alokasi Khusus (DAK),
dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Namun, aliran anggaran ini
kurang maksimal dalam men-
dinamisasi perekonomi daerah.
Daya tarik ekenomi masih saja
menumpuk di Pulau Jawa dan
Jakarta. Akibatnya, urbanisasi
yang sebagiannya melalui
momen arus balik, tak tere-
lakkan lagi.

Urbanisasi ini sekaligus
menjadi kritik terhadap kua-
litas pertumbuhan ekonomi na-
sional yang selama ini digem-
bor-gemborkan oleh pemerin-
tah, yang pada 2010 ini diper-
kirakan akan melampaui ang-
ka 6 persen.

Sektor non-tradeable yang
meliputi sektor perdagangan,
hotel, restoran, pengangkutan,
dan komunikasi, masih men-
dominasi dengan 71,9 persen
terhadap pertumbuhan ekono-
mi. Sementara itu, sektor tra-
deable (pertanian, industri dan
pertambangan) yang daya se-
rap tenaga kerjanya menurut
BPS bisa mencapai 56,6 persen,
hanya menyumbang 28,1 per-
sen terhadap pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi na-
sional selama ini masih diwak-

ili oleh wilayah tertentu. Data
pertumbuhan ekonomi 2009
yang sebesar 4,5 persen masih
didominasi Pulau Jawa, sebe-
sar 57,6 persen adalah DKI Ja-
karta sebagai penyumbang
utamanya. Sedangkan, Pulau
Sumatra hanya 23,5 persen,
Kalimantan 9,5 persen, Sula-
wesi 4,6 persen, dan pulau lain-
nya sebeser 4,8 persen.

“Kegagahan” kinerja eko-
nomi nasional ternyata masih
rendah dalam menyerap tenaga
kerja dan gagal menciptakan
multplier effect berupa dinami-
sasi ekonomi daerah. Kinerja
makro ekonomi saat ini belum
bisa mencapai apa yang dica-
nangkan oleh SBY dalam stra-
tegi pembangunan nasional
yang pro-growth, pro-job, dan
pro-poor.

Yang harus dilakukan ada-
lah menciptakan keseimbang-
an ekonomi di Pulau Jawa dan
luar Jawa. Kegiatan ekonomi
harus tersebar ke seluruh pe-
losok Tanah Air. Keseimbangan
ekonomi perkotaan dan pede-
saan juga perlu dijaga. Tren
urbanisasi harus mulai diken-
dalikan dan dikelola secara
baik demi menghindari pe-
numpukan penduduk di daerah
perkotaan, seperti apa yang
terjadi di Jakarta saat ini.

Penyebaran aktivitas eko-
nomi berupa penciptaan kota-
kota baru berukuran menengah
di berbagai wilayah di Indonesia
perlu segera dilakukan. Wilayah
pedesaan berkonsentrasi pada
pengembangan sumber daya
alam sesuai potensinya, dan ten-
tunya saling bekerja sama
dengan wilayah-wilayah lain.
Tiap-tiap daerah memproduksi
dan saling menyuplai barang
mentah sesuai dengan potensi-
nya. Barang jadi hasil produksi
daerah kemudian didistribusi-
kan ke pasar domestik dan pasar
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internasional. Dinamisasi per-
ekonomian di daerah-daerah
akan secara otomatis berkon-
tribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional. Inilah makna
sebenarnya dari pembangunan
ekonomi berbasis otonomi
daerah.

Selain peran pemerintah
pusat dalam hal pembangunan
infrastruktur secara merata ke
seluruh wilayah tanah air, pe-
ran pemerintah daerah sangat
diperlukan demi mengoptimal-
kan potensi wilayahnya. Me-
reka harus membangun eko-
nomi daerahnya demi kepen-
tingan warga. Sehingga warga-
nya tidak perlu ke daerah lain
untuk mencari penghidupan.

Pemerintah daerah harus
mengajak pelaku ekonomi
swasta dalam pengembangan
ekonomi wilayahnya. Mereka
juga perlu melakukan kerja
sama dengan pihak investor
luar negeri dalam pengelolaan
sumber daya alam dan kerja
sama dengan negara lain dalam
hal pemasaran produk lokal.
Hal ini semuanya bisa dilaku-
kan atas nama otonomi daerah
demi kepentingan ekonomi
daerah dan warganya.

Hal lain yang bisa dilakukan
untuk menciptakan penye-
baran pertumbuhan ekonomi
adalah dengan cara peminda-
han pusat pemerintahan. Hal
ini perlu dipertimbangkan
mengingat Jakarta saat ini
sudah tidak mampu lagi me-
nampung beban ekonominya.
Kepadatan, kemacetan, banjir,
kriminalitas, kesemrautan tata
ruang, kemiskinan, dan per-
masalahan sosial lainnya mem-
buat Jakarta sudah tidak nya-
man lagi ditempati. Apalagi
arus mudik dan pendatang ba-
ru yang terus berdatangan,
akan semakin menambah be-
ban Jakarta. m

Erdal Toprakyaran Tentang
Pluralisme dalam Alquran
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Tiga Penegak Hukum

Dalam waktu dekat dan dalam waktu hampir bersamaan akan
dilakukan pergantian puncak pimpinan penegak hukum, yaitu Kepala
Polri, Jaksa Agung, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pergantian Kapolri dilakukan karena Kapolri Jenderal (Pol)
Bambang Hendarso Danuri memasuki masa pensiun. Kemudian, untuk
Kejaksaan Agung, selain kinerjanya kurang memuaskan, Jaksa Agung
Hendarman Supandji juga pensiun. Sementara itu, untuk ketua KPK,
posisi itu sudah kosong sejak ketua KPK Antasari Azhar terlibat
masalah kriminal.

Harapan besar kita gantungkan pada pengganti posisi ketiga
lembaga bergengsi tersebut. Problem besar yang masih saja belum ter-
atasi adalah masalah korupsi. Ketika reformasi sudah banyak menyen-
tuh sektor politik dan ekonomi, sektor hukum masih terseok-seok dalam
mereformasi. Akibatnya, pemberantasan korupsi hanya menjadi
pepesan kosong.

Banyak pekerjaan rumah yang diwariskan oleh pejabat yang seben-
tar lagi diganti itu. Kapolri Bambang Hendarso, misalnya, mewariskan
masalah rekening ‘gendut’ para jenderal polisi yang tenggelam begitu
saja. Juga masalah penganiayaan aktivis ICW yang sudah lebih dari dua
bulan pelakunya tidak ditemukan, dan masih banyak yang lainnya.

Jaksa Agung Hendarman juga mewariskan masalah tidak
transparannya lembaga tersebut jika ada kasus yang melibatkan aparat
kejaksaan. Kasus Gayus sang penilep pajak, misalnya, dengan menghin-
dari nama Cirus Sinaga yang diduga ikut merekayasa kasus penggelap-
an pajak tersebut.

Lain lagi dengan KPK. Sejauh ini, secara langsung tidak ada yang
diwariskan oleh Antasari, tapi bukan berarti tidak ada beban, karena
dua kasus utama sudah menanti, yakni Century dan suap dalam
pemilihan deputi senior Gubenur Bank Indonesia. Kasus Bank Century
saat ini sepertinya mandek di tengah jalan, sedangkan kasus suap
deputi gubernur baru menyasar ke penerima.

Calon untuk kapolri sudah diajukan dua orang, yakni Imam Sujarwo
dan Nanan Sukarna. Keduanya, dengan kelebihan dan kekurangannya
masing-masing, memiliki nilai yang setara. Tapi, yang jelas, siapa pun
yang nanti terpilih harus membuktikan bahwa mereka berani mem-
berantas korupsi, termasuk di internal mereka sendiri.

Untuk pengganti Hendarman, saat ini Hendarman sudah menyiapkan
delapan calon. Bersamaan dengan itu, muncul petisi dari 8.479 jaksa
agar jaksa agung dipilih dari internal. Semestinya, manuver ini tidak
perlu dilakukan, dan presiden jangan terpengaruh oleh petisi tersebut.
Jika dari luar bisa lebih baik, jangan ragu mengambil dari eksternal.

Kemudian untuk ketua KPK, dua nama sudah direkomendasikan
untuk dipilih oleh DPR, yakni Bambang Widjoyanto dan Busyro
Mugoddas. Keduanya dinilai pantas untuk menduduki kursi tersebut.
Bahkan, banyak yang mengusulkan, salah satunya bisa menggantikan
Hendarman sebagai jaksa agung.

Kita berharap siapa pun yang menduduki kursi panas tersebut dapat
menjalankan amanat dengan baik. Pemberantasan korupsi yang
tersendat-sendat seperti sekarang ini harus diterobos dengan keberani-
an. Berani untuk melawan mafia hukum yang masih saja dipelihara dan
berani menghadapi teror fisik dan mental para koruptor.

Dulu mengapa KPK dibentuk. Itu karena, Polri dan Kejakgung
dinilai tak bergigi dalam pemberantasan korupsi. Kini saatnya mem-
buktikan bahwa mereka tak lagi mandul. KPK juga dituntut untuk
lebih berani dalam memberantas korupsi. Sudah semestinya ketiga
lembaga ini bersatu, solid dalam melawan koruptor. m
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alah seorang pemakalah

dalam seminar terbatas di

Muenchen pada 29 Juli 2010

dengan tema “Religious

Pluralism: Islam and
Christianity in the 21th Century” adalah
Dr Erdal Toprakyaran, intelektual Muslim
asal Turki, tinggal di kota itu. Via e-mail,
beberapa waktu yang lalu makalahnya
dikirimkan kepada saya dengan judul “The
History-Related Changeabality of Religious
Principles Using Example of Pluralism in
Islamic Societies”. Sahabat kita ini
sangat sopan dalam prilaku.

Dalam surat pengantarnya kepada
saya, ada kalimat ini: “I’'m sending to you
the paper of my weak lecture, in which
there is nothing new for you, just because
you asked me (out of your politeness).”
Kalimat ini mencerminkan kelembutan
sahabat Turki yang sangat mahir berba-
hasa Jerman ini. Dia adalah salah seo-
rang intelektual Muslim berpengaruh di
Eropa.

Berikut adalah sebagian uraiannya
tentang pluralisme dalam Alquran untuk
disimak, dikritik, dan diapresiasi,
tergantung penilaian para pembaca
semua: “Sebagaimana Anda telah paham
Alguran mengandung banyak memuat
bagian yang mendukung sebuah pen-
dekatan pluralistik terhadap keanekaan
agama. Jika ditanya oleh pihak Kristen
dan Yahudi tentang keimanan orang
Islam, mereka harus menjawab begini:
‘Kami memercayai apa-apa yang diturun-
kan kepada kami, dan kami percaya kepa-
da apa-apa yang diturunkan kepadamu.
Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah tung-
gal, dan kepada-Nya kita berserah diri

(surat Alquran 28: 46)’. Dalam ayat lain,
Tuhan berfirman yang artinya: ‘Kami telah
menurunkan wahyu kepada engkau
[Muhammad] sebagaimana Kami telah
menurunkan wahyu kepada Nuh dan para
nabi yang datang sesudahnya; dan Kami
turunkan wahyu kepada Ibrahim, Ismail,
Ishaq, dan Ya'kub serta anak keturunan-
nya, dan kepada Isa dan Ayyub ... dan
kepada Musa Tuhan berbicara secara
langsung’ (4:163-164).”

“Alquran mengatakan bahwa Tuhan
dengan sengaja menciptakan umat
manusia dalam beraneka agama, bangsa,
ras, suku, agar dengan demikian mereka
saling mengenal antara satu sama lain
(49:13) dan agar mereka berlomba satu
sama lain (2:148).

Ayat-ayat itu menggalakkan manusia
untuk belajar menangani perbedaan-perbe-
daan mereka dengan cara damai. Banyak
sarjana juga merujuk pada dua sebutan
Qurani yang diberikan kepada seluruh
orang sebagai tanda bahwa Tuhan
menyandangkan kemuliaan dan martabat
atas seluruh manusia. Sebutan pertama
adalah ‘anak-anak Adam’ (17:70) dan
yang kedua secara potensial adalah
‘deputi’ (khalifah) (2:30).” Lebih jauh
dalam Alguran dikatakan bahwa: ‘Setiap
manusia telah dikuniai martabat oleh
Tuhan’ (7:172-173). Alquran melarang
penindasan yang bersifat agama dalam
bentuk apa pun, di mana Tuhan mengata-
kan: ‘Tidak ada paksaan dalam agama’
(2:256)".

a. “Sebagaimana Anda maklum
memang ada juga pernyataan-pernyataan
negatif tentang orang-orang Kristen dan
Yahudi dalam Alquran. Tetapi, jika kita

analisis pernyataan-pernyataan itu, kita
tahu bahwa ayat-ayat ini selalu diturunkan
di saat-saat perjuangan dan permusuhan
dan karenanya tidak berlaku di waktu
damai.”

b. “Seterusnya kita menemukan
dalam Alquran ekspresi Ahl al-Kitab:
Alguran menyatakan bahwa ada
‘Orang/Keluarga Kitab’ yang menikmati
hubungan khusus dengan umat Islam
karena mereka memiliki sebuah pertalian
serupa terhadap monoteisme dan wahyu
Tuhan yang dipercayai datang dari ‘Ibu
Kitab’ transenden yang sama. Alquran
mengakui potensi keselamatan bagi
Keluarga Kitab, yaitu dalam 2:62, yang
mengatakan: “Sesungguhnya orang-orang
yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-
orang Nasrani, dan orang-orang Shabiin,
siapa pun yang beriman kepada Allah dan
Hari Akhir serta melakukan perbuatan
baik, mereka akan mendapat ganjaran di
sisi Tuhan mereka dan mereka tidak perlu
takut dan juga tak perlu bersedih hati.”

Catatan saya: Ayat terakhir ini yang
juga terdapat dalam surat lain dengan
redaksi yang sedikit berbeda telah lama
menjadi kontroversi di kalangan umat
Islam. Bagi saya, perbedaan penafsiran
semacam itu masih akan terus berlang-
sung, oleh sebab itu mari kita sama-sama
menghormati perbedaan itu, hindari sikap
monopolistik atas kebenaran. Dr Erdal
Toprakyaran telah mengutip ayat itu
sebagai salah satu dalil baginya dalam
rangka mengukuhkan prinsip pluralisme
dalam Alguran. Bagian lain dari makalah-
nya akan saya pertimbangkan untuk diter-
jemahkan. Perkataan tebal dalam kutipan
berasal dari penulisnya. m

PO SAFARI DHARMA RAYA
Mengecewakan

Pada 11 September 2010, saya dan istri saya naik bus Safari Dharma Raya
(OBL) jurusan Temanggung-Surabaya/Malang dengan tujuan Surabaya bernomor
polisi AA 1616 GN. Saya naik bus kelas executive itu dengan nomor tiket LN
0243776 dan LN 0243777. Ada beberapa hal yang membuat kami kecewa pada
pelayanan bus pada saat itu.

Yang pertama, bus dijadwalkan berangkat pada pukul 17.00, namun baru
benar-benar berangkat pada pukul 17.20. Padahal, sejak sebelum pukul 17.00
penumpang sudah lengkap.

Yang kedua, sepanjang perjalanan sopir bus merokok. Ketika saya mem-
peringatkan bahwa sikapnya itu mengganggu dan menyebabkan istri saya sesak
napas, sang sopir malah balik berkata, kalau tidak merokok dia mengantuk, dan
beralasan tidak ada supir pengganti, serta berkata apakah saya mau menggan-
tikan menyupir kalau dia mengantuk. Sang supir tetap tidak peduli dan terus
merokok hingga akhirnya kami diturunkan di Mojokerto.

Yang ketiga, pada saat sampai di daerah Mojokerto, di depan terminal
Kertajaya, kami dan para penumpang lain yang akan turun di Surabaya, diminta
turun dan dipindah ke bus lain dengan kelas yang lebih rendah (bus pariwisata)
bernopol AA 1600 GN, dengan alasan agar lebih cepat sampai ke Surabaya karena
bus yang bersangkutan (AA 1616 GN) akan langsung menuju Malang lewat tol.

Padahal, sepanjang perjalanan dari Mojokerto hingga kami turun di persim-
pangan Medaeng, kedua bus itu berjalan bersamaan menuju terminal Bungur
Asih. Bus itu tidak langsung ke jalan tol seperti yang dikatakan oleh kondektur.

Terkait dengan uraian diatas, ada yang menjadi pertanyaan dalam benak
saya. Apakah manajemen OBL tidak memiliki SDM yang kompeten? Dalam arti,
berkendara pada malam hari merupakan risiko pekerjaan dari seorang supir bus
malam. Berdalih mengantuk untuk merokok yang menggangu kenyamanan
penumpang sungguh merupakan hal yang konyol. Lantas dimanakah letak kenya-
manan yang kami beli dengan tiket kelas executive? Padahal, sudah jelas pada
tiket tersebut mencantumkan larangan merokok. Apakah hal itu hanya untuk
mempermanis tampilan tiket?

Mengoper penumpang di tengah perjalanan dengan bus yang kelasnya lebih
rendah dengan alasan yang ngibul sungguh merupakan hal yang sangat menge-
cewakan dan menunjukkan tidak profesionalnya pelayanan awak bus.

I Nyoman Vicky Andriansyah
Griya Kebraon Selatan 1X/i-29
Surabaya 60222
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PENS ITS Kontes
Robot di Mesir

JAKARTA—Tim Robot Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya (PENS) ITS mengikuti kontes robot interna-
sional ABU Asia Pacific Robot Contest (ABU-
ROBOCON) 2010 di Mesir. Kontes internasional ter-
sebut diselenggarakan pada 20-21 September 2010.

REPUBLIKA

s> sosialita <¢

atas Bayu Sandi Martha, Muh Ali Anang Lubis,
Rahardhita Widyatra Sudibyo, Zainul Arifin, Putus
Dadar Gumilang, dan Adityo Sarjono.

Mereka mewakili Indonesia setelah menjuarai
Kontes Robot Indonesia (KRI) pada Juni 2010 di
Universitas Muhammadiyah Malang. Saat itu, Mio-rEi
dinobatkan sebagai robot dengan strategi terbaik.

Direktur PENS ITS Dadet Pramadihanto mengata-
kan, tim Indonesia akan berkompetisi dengan 16 ne-
gara peserta dan 17 tim. Mesir menyertakan dua tim.

Pembangunan Papua
Lewat Pendekatan Kesra

JAKARTA — Menko Kesra Agung Laksono menga-
takan pemerintah akan menerapkan pendekatan
kesejahteraan rakyat dalam melakukan percepatan
pembangunan Papua dan Papua Barat. Lontaran
Agung itu terkait dengan Inpres No 5/2004 yang
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seperti kegiatan pertanian, pendidikan, kesehatan,
dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Bahkan, dibangun model-model pemukiman terpadu
yang diharapkan dapat memenuhi persyaratan seba-
gaimana hunian layak,” kata Agung usai Rapat
Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Senin (20/9).
Agung belum menyebutkan besaran dana yang di-
kucurkan untuk percepatan pembangunan Papua dan
Papua Barat. Dia hanya mengatakan pelaksanaan pro-
gram itu melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Ini kali kesembilan Indonesia mengikuti kontes

menugaskan beberapa menko dan sejumlah menteri

robot dunia tersebut. Pada 2000, tim Indonesia

Dia menyebut Cina, Vietham, Malaysia, dan Jepang

“Pembangunan kesra adalah langkah ke depan yang

sebagai saingan terberat. “Cina dan Vietham memiliki

melakukan percepatan pembangunan di sana.

segera dilakukan, termasuk evaluasi yang perlu diting-

meraih juara pertama di Fukushima. Tim robot yang
berangkat ke Mesir bernama Mio-rEim yang terdiri

‘Bodoh, Kalau
Penganiayaan TKI
Masih Terulang’

JAKARTA — Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, naik
pitam oleh kabar adanya tenaga kerja
Indonesia (TKI) yang diperkosa dan diani-
aya di Malaysia. Kejadian terakhir menimpa
Winfaidah (26 tahun), TKI asal Lampung.

Muhaimin meminta seluruh jajarannya
melakukan monitoring lewat pertemuan
informal dengan TKI yang bekerja di setiap
kota di Malaysia. “Yang paling penting,
kejadian seperti ini jangan terus terulang.
Bodoh namanya kalau itu terulang,” kata
Muhaimin di Jakarta, Senin (20/9).

Jika masih terjadi penyiksaan, Muhaimin
mengatakan, “PPTKIS (pelaksana penem-
patan tenaga kerja Indonesia swasta) yang
mengirimnya saya minta menarik TKI yang
bersangkutan.”

Ke depan, kata Muhaimin, pemerintah
akan memberlakukan sistem palang pintu.
Setiap job order harus disertai biodata calon
majikan. Dan, itu akan diberlakukan di se-
mua negara penempatan TKI. “Agar bisa
dikontrol,” kata Muhaimin.

Winfaidah disiksa dan diperkosa maji-
kannya di Penang, Malaysia. Winfaidah de-
presi dan tak sadarkan diri. Pada Ahad
(19/9), kasus ini disampaikan Duta Besar RI
untuk Malaysia, Da’i Bachtiar, kepada Pre-
siden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada Ahad sore, pukul 16.00 WIB, Presi-
den langsung berbicara dengan Winfaidah,
lewat telepon. Menurut Juru Bicara Pre-
siden, Julian A Pasha, Presiden menyam-
paikan kepada Winfaidah agar bersabar,
karena pemerintah akan menolongnya.
Presiden juga menginstruksikan kepada Da’i
agar proses hukumnya dikawal.

“Informasi sementara, Winfaidah meng-
alami penganiayaan berat dari majikan. Jari
hampir putus. Dia dibuang di pinggir jalan
pada 13 September 2010. Ketika ditemukan,
dia depresi berat, kemudian langsung diba-
wa ke rumah sakit,” kata Julian.

Winfaidah yang masuk Malaysia Februari
2010 ini tidak bisa langsung menjelaskan
kejadian yang dialaminya saat pertama dite-
mukan. Kondisi emosi dan fisiknya mem-
prihatinkan. “Presiden menyampaikan se-
tiap hal yang menimpa TKI tidak akan dia-
baikan pemerintah.”

Muhaimin mengatakan pemerintah akan
membantu proses pemulihan kesehatan
Winfaidah. “PPTKIS yang mengirimkannya
akan kita panggil untuk ikut bertanggung
jawab, sementara agennya di-blacklist,”
katanya.

Winfaidah, kata Muhaimin, saat ini terus
didampingi oleh Atase Tenaga Kerja dari
Kedutaaan RI di Malaysia. Polisi Malaysia
sudah menyatakan komitmen untuk men-
gusut.

Direktur Migrant Care, Anis Hidayah,
mengatakan kejadian tersebut harus dija-
dikan momentum oleh pemerintah untuk
meningkatkan perlindungan terhadap TKI.
“Pemerintah Indonesia dan Malaysia harus
segera menuntaskan pembahasan tentang
revisi MoU,” katanya.

Anis juga mengimbau DPR segera me-
nuntaskan pembahasan UU No 39/2004
tentang TKI. M c13 ed harun husein

BONGKAR SENDIRI

tingkat kecepatan yang hampir sama sehingga per-
saingannya akan ketat,” katanya. M c06, ed: burhan

Percepatan pembangunan Papua itu, kata Agung,
untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar,

AMPELSA/ANTARA

Pedagang korban tsunami 2004 membongkar sendiri tempat berjualan mereka saat penggusuran di pasar tradisional Keudah, Banda
Aceh, Senin (20/9). Pengosongan tempat berjualan di atas tanah bekas lembaga permasyarakat itu berlangsung lancar. Pedagang
yang tergusur dipindahkan ke pasar tradisional lain. Sebagian mereka mengaku belum mendapat tempat pemindahan berjualan.

HKBP Melunak

HKBP belum per-
nah ajukan izin
rumah ibadah.

BEKASI — Pengurus Je-
maat Huria Kristen Batak
Protestan (HKBP) Pondok
Timur Indah (PTI), akhirnya
menerima keputusan Peme-
rintah Kota (Pemkot) Beka-
si. Mereka akan beribadah
sementara di gedung eks Or-
ganisasi Pemuda Pancasila
(OPP) di J1 Chairil Anwar,
Bekasi Timur, sambil me-
nunggu selesainya proses
izin rumah ibadah.

“Sabtu malam (18/9), ada
pertemuan dengan ephorus
pimpinan tertinggi HKBP,
dan setuju dengan opsi ini,”
kata Wali Kota Bekasi,
Mochtar Muhamad, setelah
rapat dengar pendapat di
kantor DPRD Kota Bekasi,
Senin (20/9).

Pada 16 September, Wali
Kota mengeluarkan surat
No 452/1948-Kesos/IX/-
2010, yang isinya melarang
jemaat HKBP beribadah di
lahan kosong di Ciketing
Asem, Mustikajaya, Kota
Bekasi. Pasalnya, belum

berizin. Untuk beribadah
sementara, Pemkot menye-
diakan gedung eks OPP. Ge-
dung eks OPP disewa Pem-
kot selama dua tahun, dan
dapat diperpanjang.

Adapun lahan yang dise-
tujui HKBP sebagai tempat
pembangunan rumah iba-
dah permanen, adalah lahan
Fasos/Fasum PT Timah se-
luas 2.500 meter per segi di
Desa Mustikasari, Kecama-
tan Mustikajaya. Lahan itu
telah diserahkan PT Timah
kepada Pemkot Bekasi.

Sebelumnya, Pemkot Be-
kasi juga menawarkan la-
han kosong milik Yayasan
Strada seluas 1.984 meter
persegi, yang berlokasi di
Desa Mustikasari, Kecamat-
an Mustikajaya.

Belumizin

Ketua Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB),
Badruzzaman Busyairi, me-
ngatakan pihaknya akan
memberikan rekomendasi
pendirian gereja di lahan
dari PT Timah itu. “Nan-
tinya, di lokasi tersebut juga
akan berdiri masjid agung,
vihara, puskesmas, kantor
polisi, dan kantor koramil.”

Olimpiade Kebumian Dibuka

Badruzzaman juga me-
ngatakan, beberapa waktu
lalu pihaknya mengeluarkan
surat pertimbangan kepada
wali kota, agar HKBP bisa
beribadah di gedung itu.

Selama ini pun, kata Ba-
druzzaman, HKBP PTI be-
lum pernah mengajukan izin
pendirian rumah ibadah.
Baik untuk yang di J1 Puyuh
No 14, Perumahan PTI,
Mustikajaya, maupun lahan
kosong di Ciketing Asem.
“Sampai hari ini FKUB be-
lum pernah menerima surat
permohonan HKBP.”

Sesuai Surat Keputusan
Bersama Menag dan Men-
dagri No 8 dan 9 tahun 2006,
pendirian rumah ibadah ha-
rus memenuhi syarat khusus
yaitu mendapat rekomenda-
si tertulis dari FKUB. FKUB
ini beranggotakan tokoh-
tokoh agama setempat.

Bertemu

Senin (20/9), perwakilan
HKBP PTI bertemu dengan
Wali Kota. Tapi, mereka be-
lum menyatakan sikap ter-
kait penggunaan lahan fa-
sos/fasum PT Timah. “Kami
belum menyatakan menolak
atau apa ya. Kami masih

akan mengkaji lagi,” kata
pengacara HKBP, Jimmy
Simanjuntak.

Jimmy mengatakan per-
temuan dengan wali kota
hanya silaturahmi. Soal so-
lusi yang diberikan Pemkot,
pihak HKBP, kata dia, masih
akan dijajaki.

Sementara itu, Ketua Ko-
misi D DPRD Kota Bekasi,
Heri Koswara, mengatakan
pada pertemuan tersebut,
pihak HKBP telah menyetu-
jui beribadat sementara di
gedung eks-OPP. “Ephorus
HKBP mengatakan yang
diberikan pemda adalah
yang terbaik,” katanya usai
pertemuan HKBP-wali kota.

Pemkot, kata dia, telah
merenovasi gedung tersebut
dan menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung. Ter-
masuk, dua bus Pemkot un-
tuk antar jemput jemaat.

Tapi, soal pendirian ru-
mah ibadah di fasum/fasos
PT Timah, Heri mengatakan
HKBP belum memberi ja-
waban pasti. DPRD pun, ka-
ta dia, belum menyetujuinya.
“Wali kota belum sounding
ke dewan soal keputusan ter-
akhir untuk HKBP tersebut,”
katanya. B c32 ed: harun husein

katkan, sehingga instruksinya: mempercepat proses
pembangunan tersebut.” W ikhsan s ed: harun h

Selama Mudik,
392 Meninggal

A Syalaby Ichsan,

JAKARTA — Sedikitnya 392 orang me-
ninggal dunia selama arus mudik dan arus
balik, 3-19 September 2010. Selain itu, 70
persen korban kasus kecelakaan lalu lintas
adalah pengemudi sepeda motor.

Wakadiv Humas Polri Brigjen Pol I Ketut
Untung Yoga Ana mengatakan, untuk men-
jamin pengamanan yang lebih maksimal,
Operasi Ketupat diperpanjang hingga 19
dan 20 September 2010.

Menurut Yoga, hingga pukul 00.00 kema-
rin, terdapat 441 korban luka berat dan 936
korban luka ringan akibat kecelakaan lalu
lintas. Kerugian materi akibat kecelakaan
tersebut mencapai Rp 6,437 miliar.

Polri mencatat setidaknya terdapat
37.933 pelanggaran lalu lintas. 30.414 pela-
ku ditilang dan 5.377 ditegur. Umumnya me-
reka melanggar rambu-rambu lalu lintas
dan marka jalan.

Selain itu, terdapat 3.707 perkara keja-
hatan yang terjadi selama Operasi Ketupat,
2.713 di antaranya kejahatan konvension-
al berupa pencurian dengan pemberatan,
pencurian dengan kekerasan, dan pengani-
ayaan. “Kejahatan lainnya berjumlah 994
kejadian,” ungkapnya di Jakarta, Senin
(20/9).

Yoga mengimbau agar para pemudik pe-
ngendara sepeda motor tidak mengulangi
perilaku dengan tiga orang penumpang. “Itu
sangat membahayakan pengendara sendiri,”
tuturnya.

Dia menyarankan agar pemudik meng-
ikuti rombongan bus perusahaan ketika men-
jalani mudik. Pasalnya, ungkap Yoga, dengan
adanya mudik secara berombongan dapat
menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan
Freddy Numberi juga mengungkapkan, ber-
dasarkan catatan Kepolisian Daerah (Polda)
se-Indonesia tercatat 1.397 kejadian kece-
lakaan selama H-7 sampai H+7 Lebaran. Ke-
celakaan tersebut didominasi sepeda motor
di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan
Jawa Timur.

Dibandingkan tahun lalu, pemudik yang
menggunakan sepeda motor tahun ini meng-
alami penurunan sekitar 0.19 persen. Tahun
lalu mencapai 370.790 sepeda motor, tahun
ini tercatat 370.081 sepeda motor.

Volume lalu lintas sepeda motor selama
H-7 sampai H+7 mengalami penurunan 15
persen di lima titik pemantauan. Antara lain
di Ciasem, Sadang, Merak, Cianjur, dan
Ciamis.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polri Kombes
Pol Didik P menyebutkan, banyak faktor
penyebab terjadinya kecelakaan sepeda mo-
tor. Biasanya, kata dia, karena pengendara
terlelap saat mengemudi, di samping jalan
yang dilewati licin. “Ada juga yang keseng-
gol kendaraan lain atau out of control,” te-
rang Didik.

Pengamat transportasi, Darmaningtyas,
menilai kegiatan arus mudik yang di bawah
komando Kementerian Perhubungan tahun
ini masih relatif sama dengan tahun-tahun
sebelumnya. “Memang ada perbaikan, tapi
masih relatif sama,” ujarnya.

M ed: burhanuddin bella

PNPM Dilanjut Hingga 2014

Neni Ridarineni

YOGYAKARTA — Siswa 19 ne-
gara dari tiga benua: Asia, Afrika,
dan Amerika mengikuti Olimpiade
Internasional Kebumian (Inter-
national Earth Science Olympiad
2010-IESO) ke-4 pada 20-28 Sep-
tember 2010 di Yogyakarta. Pem-
bukaan dilakukan Dirjen Mana-
jemen Pendidikan Dasar dan Me-
nengah, Kementerian Pendidikan
Nasional, Suyanto, Senin (20/9).

Suyanto mengatakan, olimpia-
de ini akan menjadi terobosan il-
miah bagaimana menyelamatkan
alam dari perusakan lebih lanjut.
Dia berharap kegiatan ini dapat
meningkatkan kesadaran tentang
konservasi alam yang telah men-
jadi perhatian para pemimpin du-
nia, politikus, serta akademisi.
“Ini bisa menjadi terobosan il-
miah bagaimana menyelamatkan
alam dari perusakan lebih lan-
jut,” katanya.

Menurut Wakil Indonesia da-
lam International Geoscience
Education Organization (IGEO)

yang juga Ketua Jurusan Teknik
Geologi UGM, Dwikorita Karna-
wati, alasan olimpiade kebumian
diselenggarakan di Indonesia ka-
rena kondisi bumi di negeri ini
paling aktif di dunia.

“Ini sangat penting untuk dili-
hat dan dipelajari bersama,” tu-
turnya. “Apalagi di Yogyakarta
ada bentang alam gunung api,
tektonik, pantai, gumuk pasor
yang sangat langka di dunia.”

Dia menuturkan, olimpiade
kebumian berbeda dengan olim-
piade lain. Olimpiade kebumian
kompetisinya tidak hanya di da-
lam kelas, tetapi juga ada yang
masuk ke gua-gua dan mengerja-
kan permasalahan satu tim de-
ngan negara berbeda-beda.

Praktik lapangan diadakan di
beberapa lokasi, seperti Kali Nga-
lang Gunung Kidul (Bidang Geo-
logi), Lapangan GSP UGM (Bi-
dang Meteorologi), Lapangan TNI
AU Gading Gunung Kidul (Peng-
amatan astronomi), dan Pantai
Baron (Bidang Oseanografi).
Peserta IESO ke-4, antara lain

berasal dari Amerika, Filipina,
India, Indonesia, Italia, Jepang,
Kamboja, Korea, Kuwait, Mala-
dewa, Nepal, Nigeria, Rumania,
Rusia, Sri Lanka, Taiwan, Thai-
land, Ukraina, dan Prancis seba-
gai observer. Masing-masing ne-
gara mengirimkan empat siswa
dan dua mentor.

IESO pertama kali dilaksana-
kan di Daegu, Korea Selatan, pa-
da 2007. Kemudian, IESO ke-2
berlangsung di Filipina, ke-3 di
Taiwan, dan Indonesia dipercaya
sebagai tuan rumah penyeleng-
gara IESO ke-4.

Indonesia diwakili delapan
siswa, terdiri dua tim. Mereka ada-
lah Ardy Ramadhan (SMAN 48
Jakarta), Asri Oktavioni (SMAN 8
Jakarta), Ega Gita Prasastia
(SMAN 2 Purwokerto), Fajar Fe-
biani Amanda (SMAN 1 Ban-
jarnegara), I Wayan Punia Raharja
(SMAN 1 Amlapura), Kamil Ismail
(MAN Insan Cendikia Serpong),
Mikey (SMAN 1 Pekanbaru), dan
Rio Priandri Nugroho (SMAN 3
Yogyakarta). W ed: burhanuddin bella

Ikhsan Shiddieqy

JAKARTA — Pemerintah me-
mutuskan untuk melanjutkan
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri
hingga 2014. PNPM Mandiri me-
rupakan bagian dari program
Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) yang dibentuk pemerintah
untuk membantu masyarakat
miskin. Seharusnya, PNPM Man-
diri selesai 2010 ini.

“Pertimbangannya karena ma-
sih ada kantong-kantong kemis-
kinan dan belum ada kesiapan
utuh dari daerah, terutama meng-
gantikan dana dari pusat, maka
BLM dalam rangka PNPM tidak
jadi face out, tapi diteruskan
sampai 2014,” ujar Menko Kesra,
Agung Laksono, usai Sidang
Kabinet Terbatas di Kantor Pre-
siden, Senin (20/9).

Agung yang didampingi Men-
diknas M Nuh dan Menkes En-
dang Rahayu Sedyaningsih me-
ngatakan, PNPM Mandiri meru-
pakan salah satu program pe-

nanggulangan kemiskinan yang
berhasil dan bermanfaat luar bia-
sa, terutama untuk mendorong
ekonomi masyarakat. “Program
ini semula berlangsung tiap tiga
tahun berturut-turut di satu dae-
rah,” kata Agung.

Agung menjelaskan, kelanju-
tan PNPM hingga 2014 ini men-
jangkau seluruh kecamatan.

Agung menyadari APBN akan
terbebani oleh kebijakan melan-
jutkan PNPM. Tapi, kata Agung,
ini merupakan pilihan terbaik.
“Tentu dengan catatan bahwa
ownership program diperluas. Bu-
kan hanya pemerintah pusat dan
gubernur, tapi juga masyarakat
desa merasa memiliki program.
Karena ini dituntun dan direnca-
nakan, diawasi, dan dilaksanakan
rakyat sendiri,” kata Agung.

PNPM Mandiri selama ini dise-
but-sebut terkendala oleh peme-
rintah daerah yang tidak mau me-
ngeluarkan dana pendamping.
Menanggapi hal itu, Agung me-
ngatakan, sebenarnya tidak ada
daerah yang tidak mau. Hanya,

kemampuannya terbatas, sehing-
ga mereka tidak mau menggan-
tikan anggaran pusat.

Dalam satu kecamatan, penen-
tuan penggunaan dana di desa
yang mendapat PNPM Mandiri
itu melibatkan daerah setempat.
“Apakah untuk saluran pem-
buangan, jalan setapak, pompa
air, semua ditentukan masyarakat
setempat,” kata Agung.

Agung menambahkan, dana
yang dikucurkan Rp 11,5 triliun
per tahun. Diharapkan, setelah
2014, daerah-daerah tetap melan-
jutkan, tapi sudah di-replace oleh
anggaran daerah. Dengan demi-
kian, kata Agung, PNPM Mandiri
diharapkan mampu mendorong
ekonomi daerah sampai mampu
membiayai sendiri.

Mengenai informasi bahwa
PNPM Mandiri bersumber dari
utang dari Bank Dunia, Mendik-
nas M Nuh menjelaskan, APBN
sumbernya dari pajak dan non-
pajak. “Jadi, tidak relevan sum-
bernya dari A atau Z, yang jelas
dari APBN.” M ed: harun husein
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